










7.

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintalr

Pengganti Undang-und:ing Nonor 2 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pen rerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang Nomc,r 1

Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupatl, dan

Wallkota;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kine{a Instansi, Pemerintah;

Peraturan Pemerintah I.lomor 3 Tahu n 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintirh Daerah Kepada pemerirrtah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban hepala Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelengga-aan pcmerintah Daerah kepada
Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20I0 tentang pedoman

Penyusunan Peraturan lrewan perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Dewan Perwukllan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Itlomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Ter b Dowan
Perwakllan Rakyat Daer..ah Kabupaten Rembar.g.

IT,tEMUTUSI(AN:

MenetapKan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKyAT DIiER,\H TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKLAN RAKYAT
DAERAH NOMOR I TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG.

. pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Dewan perwakilan Rakyat l)aerah Nomor 1

Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rarryat Daerah Kabupaten
Rembang, diubah sebagai berikut:

1' Ketentuan Pasal r angka 3,17 d,an '22 diubah, sehrngga pasar 1 berbunyi
sebagai berikut:

pasa_l 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang Cimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten RemL,ang.

6.

a

9.

10.



2. Pemerintah daerah adalah bupatr dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan di Lerah.

3. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Rembang yang

berkedudukan sebagal unaur peyelenggara pemerintahan daerah

Kabupaten Rembang.

4. pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten

Rembang.

5. Kepala daerah adalah Bupati Rembang.

6. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Remoang.

7. Bupati adalah Bupati Rembang.

8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.

9. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.

10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rembang.

11. Komisi Pemilihan Umum yarg disingkat dengan KPU adalah Konrisi

Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

12. Anggaran Pendapatan dan Bela:r;a Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Rernbang.

13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang

rrrencerminkan konfigurasi partai politik di Kabupaten Rerrrbang.

14. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang

1'ang bersifat tetap dan dibentuk o.eh DPRD Kabupaten Rernbang.

15. Badan Musyarvarah adalah alat kelengkapan DPP.D Kabupaten Rembang

yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rer,:bang.

16. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang

yang bersifat tetap dan dibent.rk oleh DPRD Kabupaten Rer^rbang.

17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD

Kabupaten Rembang yang bersifat tetap da:: dibentuk oleh DPRD

Kabupaten Rembang.

18. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yar.g

bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD I(abupaten Rembang.

19. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang berfungsi

untuk memperjelas tugas dalam mengatur mekanisme kerja anggota

DPRD yang ditetapkan oleh dar: untuk kepentingan intern an€gota.

20. Kode Etik DPRD yang selanjutn va disebut Kode Erik adalah norma ./ang

wajib dipatuhi oleh setiap angg,)ta DI'RD selama menjalankan tugasnya



untuk menjaga martabat, kehormatarr, citra dan kredibilitas'

21. Awa.l Tahun Anggaran adalah bulan Januari'

22, Horl adalah harl kerJa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai beril:ut:

Pesal 3

11) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkeduCukan

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

(21 Anggota DPRD adalah PoJabat Daerah,

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasat 7 berbunyi sebagai be;ikut:

Pasal 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ber;anji:

bahwa saya akan memer:uhi kewajican saya sebagai anggota /ketua /wakil
ketua DPRD Kabupaten llembarrg dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
sesuai dengan peraturan perundan-i-undangan, d:ngan berpedoman pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasa-' r'{egara Reprrblik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan ker,,ajibal a.kan bekega dengan sungguh-

sungguh, demi tegaknya kehidu;:an demokrasi, serta mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan
golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi ralryat yang saya wakili untuk
mewujudkan tujuan nasional demi k.;penr.ingan bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Fasal 8 berbunyi sebagai berikut:
lasal 8

(1) DPRD mempunyai fungsi:

a. Pembentukan peraturan daert,h;

b. anggaran; dan

c. pengawas€rn.

(2) Fu.ngst pembentukan Perda sebagaimana dlmakgud pada ayat (1f huruf
a dllaksanakan dengan cara:

a. membahas bersama kepala daerah dan menyetuJui atau tldak



menyetujul rencangan Perda;

b. mengaJukan usul rancangan Perda; dan

c, menyuaun Program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah'.

(3) Program pembentukan Perda sebagalmana rllrnaksud pada ayat (2)

huruf c memuat daftar uruton dan prlorltas rancangan Perda yang

akan dlbuat dalam I (satul tahun anggaran.

(4) Dalam menetapkan Program pembentukan Perda sebagalmana

dimaksud pada ayat (31, DPRD melakukan koordlnasl dengan kepala

daerah.

(5) Fungsi anggaran sebagaimana dilnaksud pada ayat (l) hLrruf b di'rvujudkan

dalam bentult pembahasan rrntuk persetujuan bersama terhadap

Rancangan Perda tentang.IPBD yang diajukan oleh kepala daerah.

(6) Fungsi anggaran sel:agaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan

dengan cara:

a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan

itKPD;

b. membahas rErncangan Perda ter:tang APBD;

c. membahas rancangan Perda ter.tang perubahan APBD;dan

d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungau,aban pelaksaltaan

APBD.

(7) Fungsi pengawasan sebagaimarra climaksud pada ayat ( 1) hunrf c

diwujudkan dalam bentuk pengar\ asan terhadap:

a. pelaksanaan perda dan perbub:

b. pelaksanaan ketentuan peratlrran perundang-undangan lain te:kait

dengan pel,elenggaraan Pemerir:tahi.n Daerah;dan

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan.

(B) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dijalankan dalam

ke-angka representasi rakyat di daerah.

(9) Dalam rangka melaksanakan fu,rgsi sebagaimana pada ayat (1), DPRD

menjaring aspirasi masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbuny:. sebagai berikut:

Pasal 9
(1) DPRD mempunyai tugas dan we\r enang:

a. membentuk Perda bersama bupati;



b. membahas dan memberikan lrersetujuan ra,rcangan Perda mengenai

APBD yang diajukan oleh tsupati;

c. melaksanakan pengawasan ter hadap pelaksanaan Pe:'da dan APBD;

rl. memilih Bupatl, apabila bupatl berhenti atau diberhentlkan

berdasarkan putusan pengad tlan yang telah mompunyal kekurttan

hukum tetap dan slsa masa Je-batannya lebih dari 18(delapan belas )

bulan;

e. mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian kepala daerah

dan/atau w,akil kepala daerah kepada menteri dalam rregeri me:alui

gubemur untuk mendapatka'r pengesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian;

f. memberikan pendapat dan pr;11j66ar19;an kepada pemerintah dacrah

terhadap rencana perjanjian internasicnal di daerah ;

g. rnemberikan persetujuan terhaciap rr,nczrro. kerja sama internasional
yang dilakukan oleh pemerintair daerah ;

h. meminta laporan keterangaa pertanggungjawaban bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahar daerah ;

i. memberikan persetujuan terhrrdap rencara ker;'a sama dengan daerah

lain atau dengan pihak ket,ga yang membebani masyarakai dan

daerah;

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur Calam ketentuan
peraturan peru ndang- undanga n.

(2) Perjanjian internasional sebagai:nana dimaksud pada ayat (1) huruf f
adalah pedanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan
dengan kepentingan daerah.

(3) Kerja sama intemasional sebagairnana dimaksrrd paCa ayat (1) huruf g

adaiah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak lr ar negeri yang

meliputi kerja sama propinsi, kabupaten 'kembar", kerja sama teknil<

termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/ hibah,
kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- u ndangan.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 24
(1) Setiap anggora DPRD Daerah mempunyai hak rnengajukitn rancangan

peraturan daerah.



(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud p:rda ayat (1), clisampaikan kepada

pimpinan DPRD dalam bentuk rance.ngan peraturan daerah disertai

penjelasan secara tertulis dan cliberikan nomor pokok oleh sekretariat

DPRD,

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD

disampaikan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk
dilakukan pengkajian.

(4) Berdasarkan hasil pengkajian Bedan Pembentukan Peraturan Daerah,

pimpinan menyampaikan kepada rapat ppripurna DPRD.

7. I(etentuan Pasal 37 a1,at (l) d diuhah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 37

(1) Alar kelengkapan DPRD Daerah terdiri atas:

a. Pimpinan;

b. Badan Musyawarah;

c. Komisi;

d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

e. Badan Anggaran;

f. Badan Kehormatan; dan

g. alat kelengkapan lain ya:.rg diperlukan darr dibentuk oleh rapat
paripu rna.

(2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
bersifat kolektif dan kolegial.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

8. Keter.tuan Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian Lelima berbunyi sebagai

berikut:

Bagian Kelima

Badan Pembenttrkan pe raturan Daerah

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga pasa- 52 berbunyi sebagai berikut:

I'asal 52
Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kerengkapan DpRD
yang besifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DpRD.



I0. l(etentuan Pasal 53 diubah, sehingga l'asal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukar- Peraturan Daerah

dibentuk pada permulaan masa keitnggotaan Deu'an Penvakilalr Rakyat

Daerah dan permulaan tahun sidang.

(2) Jumlah anggota Badan Pembenttrkan Peraturan Daerah sebanyak 1l

(sebeias) orang terdiri dari Fraksi l)artai Persatuan Pembangunan 2 (dua)

orang, Fraksi Demokrat 2 (dua) orang, Fraksi Partai Kebangxitan Bangsa 2

(dua) orang, Fraksi Partai Demokrasi lndonesia Peguangan Nasdem 2 (dua)

orang,Fraksi Partai Gerakan lrrdonesia Raya l(satu) orang, Itraksi Karya

Sejahteral (satu) orang dan Fraksi Harapan I (satu) orang.

(3) Jrrmlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan

dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah

anggota komisi.

(41 Jumlah anggota Badan Pembeatukan Peraturan Daerah setara dengan

jumlah anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

(5) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh masing-

masing fraksi.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pas.rl 54

(1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu)

orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh

anggota Badan Pembentukan leraturan Daerah berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat.

(2) Sekretaris DPRD karena . jahal*rrry adalah sekretaris Be dan

Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota.

(3) Masa jabatan pimpinan Badan Pemhentukan Peraturan Daerah paling

Lama 2 % (dua setengah) tahun dan dapar dipilih kembali.

(4) Masa keanggotaan Badan Pemberrtukan Peratulan Daerah dapat diubah
pada setiap tahun anggaran.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pa sal 55 berbunyi sebagai berikut:
PasJ 55

Badan Pembentukan Peraturan Dae:ah mempunyai tugas:



a. menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan Daerah yang

memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta

alasannya untuk setiap tahun Einggaran di lingkurrgan DPRD;

b. koordinasi untuk penyusunan program PembentuLan Peraturan Daerah

antara DPRD dan pemerintah daerah;

c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPP.D berdasarkan program

prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, lembulata:r, dan pemantapan konsepsi

rancangan peraturan daerah yarg diajukarl anggota, komisi dan/atau
gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut

disampaikan kepada pirnpinan DFRD;

e. memberikan pertimbangan terha_dap rancangan peraturan daerah yang

diajukan oleh anggota, komisi dar,/atau gabungan komisi, di luar prioritas
rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan
peraturan daerah yang terdaftar dalar:r piogram pembentukan peraturan

Daerah;

f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus;

g. memberikan masukan kepada pimpinan DpRD atas rancangan peraturan
daerah yang ditugaskan oleh Bada.n Musyawarah; dan

h. membuat laporan kinery'a pada n:.asa akhir keanggotaan DpRD baik yang

sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai

bahan oleh komisi pada masa kea:rggotaan berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (11) diubah, sehingga pasal 67 berbunyi
sebagai berikut:

. Pasal 67

(1)Jenis rapat DPRD terdiri atas:

a. rapat paripurna;

b. rapat paripuma istimewa;

c. rapat pimpinan DPRD;

d. rapat fraksi;

e. rapat konsultasi;

f. rapat Badan Musyawarah;
g. rapat komisi;

h. rapat gabungan komisi;



i. rapat Badan Anggaran;

j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daorah;

k. rapat Badan Kehormaan

1. rapat panitia khusus;

m. rapat kerja;

n. rapat dengar PendaPat; dan

o. rapat dengar penderpat umum

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam

pengambilan keputusan yang dipilnpin oleh ketua atar"r wakil ketua DPRD.

(3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin

oleh ketua atau wakil ketua untul. meizrl<sanakan acara tertentu dan tidak

mengambii keputusan.

(4) Rapat pimpinan DPRD merupakt.n rapat para anggota pimpinan DPRD

yang dipimpin oleh ketua atau wal<il ketua DPRD.

(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota f:aksi yang dipimpin oleh pimpinan

fraksi.

(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pinpinan DPRD dengan pimpinan

fraksi dan pimpinan alat kelengkerpan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan

DPRD.

(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarat

yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah'

(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota xomisi yang dipirnpin oieh ketua

atau wakil ketua komisi.

(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat anggota anta;' komisi yang

dipimpin oleh ketua atau wakil kelua DPRD.

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Ba'1an Anggaran yang

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

(11) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota

Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin cleh ketua atau

wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

(12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badar Kehormatan

yang dipimpin oleh ketua atau waxil ketua Badan Kehormat.rn '

(13) Rapat panitia khusus merupakar, rapat anggota panitia khusus yang

dipimpin oleh ketua atau wakil ketura panitia khusus.

(14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daer:rh atau pejabat

yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, zitau

panitia khusus dan kepala claerah atau pejabat yang ditur,juk.



(15) Rapat dengar pendapat merupal an rapat antara DPRD dalr pemerintah

daerah.

(16) Rapat dengar pendapat umllm merupaka.n rapat antara DPRD dan

masyarakat baik lembaga/o"ganisasi kemasyarakatan maupun perorar-Igan

atau antara komisi, gabungan kor;risi, atau panit:a khrrsus dan masyarakat

baik lembaga/ organisasi kemasye.rakatan maupun perorangan.

14. Ketentuan Pasal 80 ayat (21 huruf c diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

a. rapat dihadiri oleh paling sedikjt 3/a (nga perempat)dari jumlah

anggota DPRD untuk mengarabil persetujuan atas pelaksanaan hak
angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil
keputusan mengenai usul :emberhentian bupa.ti dan/atau wakil
bupati;

b. rapat dihadiri oleh paling sed.kit 2/3 (dua pertiga) dari _iumlah anggota

DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk
menetapkan peraturan daerah dan APBD;

c. rapat dihadiri oleh lebih dari I 12 (satu perdualdari jumlah anggota

DPRD untuk rapat paripuma DPRD selain rapat sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan hrruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan sah apabila:

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertigrr) clari jurnlah anggota

DPRD yang hadir, untuk rapal sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari Y, (sirtu perdua) jumlah anggota DpRD yang

hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada- ayat (1) huruf b;

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagairnana dimaksud
pada ayat (t) huruf c.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada a'et (1) tid:rk terpenuhi,
rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang u,aktu masing_

masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(a) Apabila pada rvaktu akhir penundaan rapat sebagaimana di:naksud pada

ayat (3) kuorum belum juga terl;enuhi, pi.npinan dapat menunda rapat

11



paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan

musyawarah.

Apabila setalah penundaan sebagrrimana dimaksud pada ayat (4), kuorum

sebagaimana dimaksud pada a5'at (1) belum juga terpenuhi, terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf a dan huruf b,

untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan

memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah,

rapat tidak dapat mengambil keputusan dan ra,lat paripurna tidak dapat

diulang lagi.

Apabila seteiah penundaan sebagaimana dimaksud pada a)'at (4), kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) h:iruf b untuk

menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengainbil kepu':usan dan

penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.

Yang dimaksud dengan "penyclesaian:rya diserahkan kepada gubernur"

sebagaimana dimaksud pada atat (6) rdalah penetapan peraturan

gubemur sebagai payung hukunr bagi pemberlakuan APBD ]ang sitma

dengan tahun sebelumnya.

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksurl pada ayat (4), l<uorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum juga terpe:ruhi, terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya; (1) huruf c, cara

penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

Setiap penundaan rapat, dibuat bcrita acara penundaan rapat yang

ditandatangani oleh pimpinan rapat.

15. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi seoagai berikut:

. Pas.'.] 83

Rancangan peraturan daerah dapat belasal dari DPRD atau kepala daerah.

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPi?D atau kepala daerah

disertai penjelasan atau keteranga,r dan/atau naskah akademik.

Rancangan peraturan daeralr ten:ang APBD, rancangan peraturan daerah
yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah menLiliki

naskah akademik sebelumnya, drrpat disertai atau tidak disertai naskah
akademik.

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimalcsud pada ayat (l)
diajukan berJasarkan program Pembentukan peraturan Daerah.

(s)

(6)

(7)

(8)

(e)

(3)

(1)

(2)

(4)



(5) Dalam keadaan tertentu, DPRD

rancangan peraturan daerah Ci

Daerah.

atau kepala daerah dapat mengajukan

luar program Pembentukan Peraturan

16.I(etentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunfi sebagai berikut:

Pasal 84

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DI'ilD dapat diajukan oleh

anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan I'embentukan

Peraturan Daerah.

Ra.ncangan peraturan daerah yang dia.iukan oleh anggota DPRD, komisi,

gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daorah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada

pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau

naskah akademik, dajtar nama dan tanda tangan pengusu'I, dan diberikan

nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Rancangan peraturan dacrah set:agairnana dimaksud pada ayat (2) oleh

pimpinan DPRD disampaikan kcpada Badan Pembentukan Peraturan

Daergh untuk dilakukan pengkajir..n.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikari hasil kajian Badan Pembenttrkan

Peraturan Daerah sebagaimana dim.rksud pada a;'at (3) kepada rapat

paripuma DPRD.

Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentrtkan

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh

pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnl'a 7

(tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Dalam rapat paripurna DPRD seb:.gaimana dimaksud pada a)'at (5):

a. pengusul memberikan penjelasa n;

b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan panda.rgan;dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan angSota

)PRD lainnya.

Rapat paripurna DPRD memuturikan usul rancangan peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. persetuJuan;

b. persetujuan dengan pengubahan;atau

c. penolakan.

(B) Dalam hal persetujuan dan per.gubahan, DPRD menugasi komisi,
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(2t

(3)

(s)

(6)

(7)



gabungan komisi, Barlan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia

khusus untuk menyempumakan rancangan peraturan daelah tersebut'

(9) Rancangan peraturan daerah yang, telah disiapkan oleh DPRD disampaikan

dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

17. Ketentuan Pasal 87 ayat (3) diubalr, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8i'

Rancangan peraturan daerah 1'ang berasal dari DPRD atau kepala daerah

dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetu.juan

bersama.

Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dinaksud llada

ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua, tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraarr

tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. Dalam hal rancangan peraturan daer ah berasal dari kepala daerah

dilakukan dengan kegiatan sebr'gai berikut:

1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna r'.rengenai rancangan

peraturan daerah;

2, pemandangan umum fraksi tcrhadap ranca:-Igan

daerah;dan

3. tanggapan dan/atau jau'aban kepala daerah terhadap pemandangan

umum fraksi.

B. Dalam hal rancangan peraturii.n daerah berasal dari D?RD diiakukan

dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan kcnrisi, pimpinan

Badan Pembentukan f;eraturan Daerah, atau pin-rpinan panitia

khusus dalam rapat panpurna mengenai rancarngan perattlran

daerah;

2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah;dan

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

C. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau parlitia khusus

yang dilakukan bersama dengetn kepala daerah aiau pejabat yang

ditunjuk untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna 1.ang didal,ului dengan:

(1)

(2)

(3)

peraturan

'J_4



1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/

pimpinan panitia khusus yalg berisi proses pembahasan, pendapat

fraksi dan hasil pembicaraan sebagarmana dimaksud pada ayat (3)

huruf c; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara Iisan oleh pi;npinan rapat

paripurna.

B. pendapat akhir kepala daerah.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka

2 tidak dapat dicapai secara mu' syawarah untuk mufake.t, keputusan

diambil berdasarkan suara terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan

bersarna antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah

tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD nasa itu.

18. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan BAB Xa, Pasal i 14a, sebagai berikttt:

BAI,I XA

Hubungan KerJa Antara DPRD dan Kepala Daerah

Pasal 114a

(1) Hubungan kerJa antara DPRD dan kepala daerah dldasarkan atas

komltraan yang seJaJar.

(2) Hubungan kemitraan sebagalmarra dlmaksud pada ayat (11 dlwuJudl:an

dalam bentuk:

a. persetuJuan bersama dalam pembentukan Perda;

b. penyampalan laporan keterarrgan pertanggunglawaban kepada

DPRD;

c, persetuJuan terhadap kerJa stma yang akan dllakukan Pemerintah

Daerah;

d. rapat konsultasl DPRD dengan kepala daerah secnra berkala;dan

e. bentuk lalnnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Ayat (2) hurufb tldak dapat diJadikan sarana pemberhentlan kepala

daerah.

. 19. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120
' (1) Dalam hal terJadl kekosongan Bupatl, yang diangkat berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerlntahan Daerah,



Wakil Eupatl menggantlkan Bupati sampal dongan berakhlr maga

Jabatannya resual dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Peru'akilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten

Rembang Nomor 0 I Tahun 20 l0 beserta peraturan perubahannya

dinyatakan sudah tidak berlaku lagi'

Pasal II

Peraturan DPRD Nomor.... Tahun 2015 ini berlqku pada ranggal diundangkarr.

Agar setiap orang mengetahuinya, mem()rint rhkan Peraturan DPRD No.... Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPPD Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini dengan penempatannya dedam

Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

'".t,:T,ffi f,j:i, 
Januari 2 o I 5
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Diundangkan di Rembang

Pada tanggaI ...........2015

SEKRETARIS DAERAH

HAMZAH FATHONI, SH, M.KN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI5 NOMOR ....
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